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ABSTRAK


ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA (STUDI KASUS PADA DESA PEMATANG JOHAR 
KABUPATEN DELI SERDANG)


FERDY ALDIANSYAH 
NPM. 183214092


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsipgood government governance dalam pengelolaan APBDesdi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.Peneliti mengambil tiga prinsip dari good government governance yang dijadikan indikator variabel, diantaranya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.Subjek dalam penelitian inidiantaranya yaitu Ketua/Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa, serta tokoh masyarakat Desa Pematang Johar.Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi,wawancara dan dokumentasi.Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalahanalisis deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes diDesa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangsecara garis besar sesuai dengan prinsip good government governance yaitu transparansi, partisipasi danakuntabilitas.
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?10. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui11.” (QS. Ash-Shaff:10-11).
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, serta salawat beriringkan salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (Studi Kasus Pada Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang)” ini dengan baik. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.Disamping itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca terkhusus mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, berkat doa yang penulis panjatkan kepada Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari kedua orangtua, sahabat dan dari berbagai pihak, Alhamdulillah semua dapat teratasi dengan baik dan skripsi ini dapat selesai.
Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:
2. Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
3. Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
4. Ibu Ratna Sari Dewi, S.E., S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
5. Ibu Junita Putri Rajana Harahap, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
6. Ibu Henny Andriyani Wirananda, S.E., M.Ak.selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Junita Putri Rajana Harahap, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Sri Wardany, S.E., M.Si.selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama Penulis mengikuti perkuliahan.
10. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Sugito dan Ibunda saya tercinta Sutiani yang telah sangat berjasa dalam memberikan dukungan moril dan materi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Sudarman, S.Pd. selaku Kepala DesaPematang Johar Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa yang Bapak Pimpin.
12. Untuk Adikku tersayang Irfan Ardiansyah dan Irwan Ardiansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat tak terhingga kepada saya.
13. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2018 terkhusus Akuntansi B yang selalu kece, kompak dan harmonis serta bersama-sama berjuang baik suka maupun duka dalam menjalani awal masuk perkuliahan hingga sampai di penghujung perkuliahan yang tidak akan penulis lupakan.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Sebagaimana layaknya seorang manusia, dengan menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan penulisan skripsiini mengingat keterbatasan waktu, biaya, tenaga, kemampuan dan pengetahuan. 
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pembaca sebagai sumbangan ilmiah bagi para pembaca khususnya dapat memenuhi maksud penulisannya.

Medan, 21 November 2024
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola desa serta daya saing desa (Pramata, 2018). Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seiring dengan perkembangannya ke arah yang lebih demokratis, kebijakan tata kelola Good goverment governance juga berkembang atau disebut dengan good governance. Pemerintah menjadi agen perubahan bagi masyarakat di negara yang sedang berkembang. Pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah melalui berbagai kebijakan, program, proyek, bahkan industri, serta peran penting perencanaan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Good goverment governance yang terdiri dari demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika atau ketentuan yang berlaku dengan memberikan kewajiban pengelolaan sumber daya publik kepada pemberi atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2016).





1

Pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama menerapkan konsep good government governance dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak akan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa jika pengelolaannya tidak transparan. Untuk mewujudkan kemandirian desa, tentu saja akuntabilitas dan keterbukaan harus benar-benar dilaksanakan dan menjadi perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan desa, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas pengelolaan keuangan desa adalah tanggung jawab individu untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepala Desa bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Bupati mengenai pemenuhan anggaran desa, sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola Perangkat Desa dalam rangka melaksanakan anggaran APBDes yang telah ditetapkan. Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Bendahara, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa(Astriandy, 2018). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan konsep akuntabilitas sebagai berikut: semua keputusan yang dibuat mengenai operasi pemerintahan desa, termasuk hasil akhirnya, harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Salah satu komponen penting dalam pembangunan desa dan kebijakan rumah tangga desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk membiayai pembangunan desa, diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber, termasuk sektor publik, sektor komersial, dan masyarakat setempat. Berikut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) tentang desa:“Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”.
Papan Pengumuman Desa, Kantor Desa, dan media lain yang dapat mendorong transparansi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum melaksanakan informasi ini atau belum sama sekali. Informasi tentang penggunaan dana Musyawarah Desa ini perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 belum diterapkan di lapangan sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada keuangan desa. Persoalan ini muncul karena penyelenggaraan pemerintahan desa masih jauh dari cita-cita good governance atau Good goverment governance. Aspek keterbukaan dan akuntabilitas merupakan salah satunya. Sebab, asas akuntabilitas, yakni kewajiban para pengelola sumber daya publik dan pihak yang terdampak untuk dapat mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban program, pengelolaan, dan keuangan, harus diperhatikan agar terwujud tata kelola Good Goverment Governance. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu instrumen penting yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola Good Goverment Governancedi tingkat desa. Proses pembuatan dan pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berfungsi sebagai tolok ukur tata kelola Good Goverment Governance. 
Model pemerintahan desa menjadi lebih bermakna apabila dipahami tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintahan desa akan berjalan efektif dan bermakna apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola berdasarkan asas partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memadai juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan. Di tingkat desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat melibatkan masyarakat secara mikro. Agar penyusunan anggaran desa dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan asas tata kelola Good goverment governance, yaitu keterbukaan, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka pemerintah desa (beserta Badan Permusyawaratan Desa) harus diperkuat. Hal ini meliputi tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pembukuan.
Dalam bidang akuntansi sektor publik, gagasan tentang tata kelola Good Goverment Governancebukanlah hal baru, tetapi sebagai lembaga pemerintah tingkat terendah di Indonesia, keuangan desa belum banyak mendapat perhatian dalam kajian tentang hal tersebut. Otonomi desa diperkuat melalui kerangka kelembagaan tata kelola Good Goverment Governance. Pelaksanaan otonomi pemerintah daerah tingkat desa yang kuat dan menguntungkan bergantung pada fondasinya dalam nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan. Lebih jauh, pelaksanaan akuntabilitas tata kelola Good Goverment Governanceyang sebenarnya dipandang kurang baik oleh masyarakat sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah atas banyak aspek administrasi desa dan pelaksanaan pemerintahan.
Penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, khususnya di wilayah Desa Pematang Johar.Peneliti memilih program APBDes karena alasan pribadi.Jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya, pemerataan pembangunan Desa Pematang Johar jauh lebih baik.Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan sesuai dengan asas-asas tata kelola Good Goverment Governance.Namun dibalik itu berdasarkan informasi dari bebrapa masyarakat, dalam pengelolaan anggaran peran masyarakat masih belum maksimal dan masih ada alokasi anggaran yang belum tepat sasaran
Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli tahun 2017-2021:



Tabel 1.1
Laporan Realisasi APBDes Desa Pematang Johar Kab. Deli Serdang
	No
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Persentase

	1
	2017
	Rp. 910.198.000
	Rp.    838.449.000
	92,12%

	2
	2018
	Rp. 1.138.140.000
	Rp. 1.122.889.000
	98,66%

	3
	2019
	Rp. 1.239.797.000
	Rp. 1.226.990.100
	98,97%

	4
	2020
	Rp. 1.313.446.000
	Rp. 1.301.274.000
	99,07%

	5
	2021
	Rp. 1.384.710.000
	Rp. 1.139.813.200
	82,31%


Sumber:APBDes Desa Pematang Johar (2021)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran desa Pematang Johar terealisasi sangat baik. Pada tahun 2021berkisar 82,31% perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sudah sangatoptimal, diharapkan capain ini dapat ditingkatkan dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
APBDes dipilih sebagai bahan kajian oleh para akademisi karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.APBDes dapat meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika benar-benar dijalankan dengan integritas dan tata kelola yang baik.Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting tata kelola Good Goverment Governancebagi pengelolaan keuangan desa yang efisien. Transparansi, kesetaraan dan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab harus diwujudkan melalui penerapan tata kelola Good Goverment Governancedalam pengelolaan APBDes dan sumber pendapatan daerah lainnya oleh pemerintah desa. Manfaat penerapannya bagi desa.Pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi tata kelola keuangan masyarakat.Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap pemerintahan desa.Ketiga, menjaga kelangsungan hidup pemerintah daerah.Keempat, mengevaluasi tujuan dan upaya pemerintah daerah.
Untuk mengetahui hasil lebih lanjut tentang masalahini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (Studi Kasus Pada Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang)”.
1.2 Identifikasi Masalah
Menurut (Sugiyono, 2019), ”Identifikasi masalah adalah pentajaman berbagai unsur atau faktor yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti”. Berdasarkan latar belakang maka dapat di sebutkan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Capaian realisasi anggaran di tahun 2021 sebesar 82,31% sehingga perlu ditingkatkan pencapaiannya menjadi 100%.
1. Peran masyarakat dalam proses Perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pematang Johar belum maksimal.
1. Masih adanya kesalahan dalam menentukan prioritas anggaran sehingga dirasakan pekerjaan masik kurang tepat sasaran
1.3 Batasan Masalah
Menurut(Sugiyono, 2019), “batasanmasalahberkaitandenganpemilihanmasalahdariberbagaimasalah yang telah di identifikasi. Dengandemikian, masalahakandibatasimenjadilebihkhusus, lebihsederhana, dan gejalanyaakanlebihmudahkitaamati karenadenganpembatasanmasalahseorang penelitiakanlebihfokus dan terarahsehinggamengertikemanaakanmelangkahselanjutnya dan apatindakanselanjutnya”. Batasan masalah yang ada dalampenelitianiniyaitu “Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang”.
1.4 RumusanMasalah
Menurut(Sugiyono, 2019), “rumusanmasalahmerupakankalimatpertanyaan yang akandicarijawabannyamelaluipengumpulan data, selanjutnya penelitimenggunakanteoriuntukmenjawabnyayaitudenganpenelitiankualitatif”.Rumusanmasalah dalampenelitianiniyaitu:
1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan angggaran pendapatan belanja desa di Desa Pematang Johar?
2. Bagaimana penerapanGood GovernmentGovernancepada pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pematang Johar?
1.5 Tujuan Penelitian
Menurut(Sugiyono, 2019), “tujuanpenelitianadalahuntukmenemukan,membuktikan,mengembangkansuatupersoalanataupengetahuandenganmenggunakanprosedur-prosedurilmiah”.Tujuandalampenelitianiniyaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pengelolaan angggaran pendapatan belanja desa di Desa Pematang Johar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Good GovernmentGovernancepada pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pematang Johar.
1.6 Manfaat Penelitian
Menurut(Sugiyono, 2019), “manfaatpenelitianyaituuntukmenyelidikikeadaan, alasan maupunkonsekuensiterhadapkeadaantertentu”. Manfaatpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaat, diantaranyasebagaiberikut:
1. BagiPenulis
a. Untuk mengetahui perananGoodGovernment Governance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
b. Untuk mengetahui tujuandariadanyaGoodGovernment Governanceyang baikbagiperusahaan.
2. Bagi Desa
a. Sebagai bahan evaluasi mengenai PerananGoodGovernment Governance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Memberikan pemikiran berupa ide atau saran sebagai acuan untuk meningkatkanGood Government Governanceyang lebihefektif.
3. BagiPembaca
a. Untuk mengetahuiinformasilebihdalam dan menambah wawasan mengenaiPerananGoodGovernmentGorvenance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
b. Memperluas pemahaman mengenai PerananGoodGovernmentGovernance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sehubungan dengan judul “AnalisisPenerapanGoodGovernment Governance pada PengelolaanAnggaranPendapatan dan BelanjaDesa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang”.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. 
2. 
2.1 GoodGovernment Governance	
2.1.1 Pengertian Good GovernmentGovernance
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, arti good governanceadalah “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”(Riska Chyntia Dewi & Suparno, 2022).
Pendekatan tata kelola yang dikenal sebagai “tata kelola Good goverment governance” menekankan pada pencapaian keseimbangan antara tujuan sosial dan ekonomi serta tujuan individu dan kolektif.Memastikan akuntabilitas dan efisiensi yang adil dalam pemanfaatan sumber daya merupakan tanggung jawab utama pemerintah.Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan individu.
2.1.2 Prinsip-Prinsip Good GovernmentGovernance




Memahami konsep-konsep panduan ini penting untuk memahami tata kelola pemerintahan yang sukses. Lebih jauh, hanya ketika ketiga elemen tata kelola Good goverment governance memiliki jaringan dan interaksi yang setara dalam penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif, tata kelola yang baik dan bertanggung jawab dapat terwujud. Hubungan dan kolaborasi semacam ini sering kali hanya mungkin terjadi ketika dasar-dasar tata kelola Good goverment governance telah diterapkan dengan benar. Tiga komponen mendasar diperlukan 
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untuk mencapai tata kelola Good goverment governance dan ketiganya saling terkait(Rustiarini, 2016), adalah:
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah,lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2. Partisipasi, yang meliputi penerapan pengambilan keputusan yang demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan tujuan dan pendapatan mereka.
3. Akuntabilitas, yang meliputi pemberian informasi tentang laporan, operasi pemerintah, dan kinerja keuangan kepada semua pihak terkait (baik pusat maupun daerah). Selain itu, seseorang harus mampu memberikan informasi tentang hak-hak publik, bertanggung jawab atas pengelolaan dana lembaga yang lebih tinggi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas.
2.2 Anggaran
2.2.1 Pengertian Anggaran
Untuk mengelola dana desa dan melaksanakan rencana program yang dibiayai dana desa, pemegang kewenangan desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan dan aktivitas desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa semuanya tercantum dalam anggaran desa. Sementara itu, rencana keuangan tahunan pemerintah desa didefinisikan sebagai anggaran desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Anggaran adalah alat yang digunakan manajemen untuk melaksanakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Anggaran adalah rencana yang dibuat secara metodis yang merinci setiap aktivitas bisnis untuk waktu dekat dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Baik di sektor publik maupun komersial, anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi(Wati, Teturan, & Maspaitella, 2013).
Agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dalam bentuk visi dan tujuan, organisasi sektor publik terutama memerlukan manajemen yang kompeten. Sementara manajer perusahaan yang disetujui di sektor swasta menyiapkan anggaran dengan persetujuan dari pemilik perusahaan, penyusunan anggaran di organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan program.
2.2.2 Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran desa memiliki banyak tujuan utama, yang meliputi:
1. Alat perencanaan
Untuk mencapai tujuan, pemerintah desa menggunakan anggaran sebagai instrumen pengendalian. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan desa, serta pengeluaran yang terlibat dan aliran pendapatan yang diantisipasi yang akan dikejar kota. Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk:
a) Membuat tujuan dan sasaran kebijakan yang konsisten dengan tujuan, visi, dan maksud yang ditetapkan.
b) Mengatur berbagai inisiatif, acara, dan aliran pendapatan.
c) Menyisihkan uang untuk kegiatan dan inisiatif yang direncanakan.
d) Memastikan pencapaian strategi dan metrik kinerja.
e) Memastikan pencapaian strategi dan metrik kinerja.
2. Alat Pengendalian
Karena anggaran mencakup rencana menyeluruh untuk pendapatan dan pengeluaran desa, semua jenis pendapatan dan pengeluaran dapat dilaporkan secara transparan kepada publik. Kota tidak akan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran tanpa anggaran.
3. Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran dapat digunakan untuk menentukan kebijakan fiskal yang akan diikuti desa, sehingga memudahkan peramalan dan estimasi organisasi dan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, anggaran dapat digunakan untuk mempromosikan, merencanakan, dan mendukung kegiatan ekonomi lingkungan.
4. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Tidak diragukan lagi akan ada kerja sama dan komunikasi di seluruh unit kerja selama proses penyusunan anggaran. Semua otoritas desa harus diberi tahu tentang anggaran selama perancangan dan pelaksanaannya. Anggaran publik yang disusun secara akurat akan dapat mengidentifikasi perbedaan dalam pencapaian tujuan desa oleh unit kerja.


5. Alat Penilaian Kinerja
Penyusunan anggaran dan pelaksanaannya akan berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas otoritas desa. Pencapaian tujuan keuangan dan penggunaan ukuran efektivitas biaya akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja otoritas desa. Salah satu instrumen yang berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja adalah anggaran.
6. Alat Motivasi
Otoritas desa dapat didorong untuk beroperasi dengan sukses dan efisien dengan menggunakan anggaran. Desa dianggap memiliki kinerja yang sangat baik jika anggaran dibuat dengan tepat dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran masyarakat.
2.2.3 Manfaat Anggaran
Manfaat Anggaran desa adalah untuk memenuhi sumber dana dan pembiayaan pembangunan guna membangun masyarakat. Keuntungan dari penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut:
1. Berfungsi sebagai peta jalan bagi pemerintah desa dalam menentukan rencana kegiatan operasional dengan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan sumber daya.
2. Sebagai salah satu metrik yang digunakan untuk memperkirakan total biaya layanan yang akan dinilai oleh masyarakat.
3. Bahan bacaan untuk menyelidiki aliran pendapatan lainnya, seperti aplikasi pinjaman.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan pemerintahan daerah.
5. Memberikan pedoman kepada pemerintah desa untuk mendirikan dan mengelola pemerintahan daerah.
6. Menguraikan strategi pembangunan desa untuk satu periode anggaran.
7. Berpotensi untuk meningkatkan layanan masyarakat dengan perencanaan yang tepat
2.3 Desa
2.3.1 Pengertian Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat adat atau nama lain yang dikenal, serta kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1 ayat 1).
Desa adalah sekumpulan tempat tinggal di luar kota yang merupakan satu kesatuan, atau dapat juga merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dengan struktur politiknya sendiri (dipimpin oleh Kepala Desa), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2.3.2 Pemerintahan Desa
Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau sebutan lain merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sementara itu, pemerintahan desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa atau sebutan lain bekerja sama dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2.3.3 Keuangan Desa
Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang bersifat moneter, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam bentuk uang dan barang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 71 Ayat (1). Sumber penerimaan, pengeluaran, pendanaan, dan penatausahaan keuangan desa ditetapkan berdasarkan hak dan kewajiban.
	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas keterbukaan, tanggung jawab, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin dalam penganggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun atau satu (satu) tahun anggaran.
2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sumpeno, 2015)adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.Sejalan dengan pendapat di atas, (Nurcholis, 2019)mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disusun setiap tahun oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan yang dijalankan oleh pemerintah desa didanai oleh APBDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), program pembangunan jangka menengah desa selama lima tahun, menjadi dasar bagi program pembangunan tahunan tersebut(Nurcholis, 2019).
Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dianggarkan sebesar 10% dari APBD merupakan sumber pendapatan desa. Hal ini juga diperjelas(Sumpeno, 2015)Bahwa 10% dari setiap dana alokasi APBD Desa harus direalisasikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan melalui pemanfaatan dana APBD kabupaten, provinsi, dan pusat. Selanjutnya, Dana Desa yang juga disebut alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72. APBDes harus memuat rencana tahunan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermuara pada pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib menyusun APBDes karena melalui APBDes kebijakan desa dituangkan dalam program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Agar dapat terlaksana, maka pada tahun berjalan telah dianggarkan berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan program pelayanan publik tanpa adanya APBDes.
Penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang digunakan berkat adanya APBDes. Oleh karena itu, para pengurus desa dituntut untuk mengelola anggaran daerah dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Good goverment governance dengan memastikan bahwa anggaran desa dibelanjakan secara berimbang berdasarkan konsep pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan pengertian di atas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat rincian pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa yang ditetapkan oleh badan musyawarah desa dan perangkat desa. Karena memuat informasi tentang seluruh kegiatan desa dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, maka perangkat desa harus mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik.


2.4.1 Komponen-Komponen dalam Anggaran Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa akun-akun berikut ini termasuk dalam komponen anggaran:
1. Pendapatan Desa
mencakup semua dana yang diterima desa dalam satu (1) tahun anggaran yang menjadi milik desa dan tidak memerlukan pengembalian.
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
b. Transfer.
c. Pendapatan lain-lain.
2. Belanja Desa
“Belanja desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah,” sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebutuhan pembangunan yang dimaksud dalam skenario ini meliputi pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat setempat, selain kebutuhan pokok. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap pengeluaran yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak mendapatkan penggantian dari desa termasuk dalam kategori belanja desa. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam kategori belanja desa.
a. Belanja pegawai.
b. Belanja Barang.
c. Belanja modal.
d. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembiayaan Desa
Pendanaan desa didefinisikan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai setiap penerimaan yang wajib diganti dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pendanaan desa terdiri dari:
a. Salah satu penerimaan pembiayaan adalah
1) perhitungan Sisa Lebih Anggaran (SilPA).
2) Penyaluran dana cadangan.
3) Dana yang diperoleh dari hasil penjualan aset masyarakat yang dipecah..
b. Berikut ini adalah pengeluaran pembiayaan:
1) Pembentukan dana cadangan.
2) Penyertaan modal desa.
2.5 Peneliti Terdahulu
Adapun peneliti terdahulu dari penelitian ini adalah:
Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu
	No
	Nama dan Tahun
	Judul
	Hasil Penelitian

	1
	Wardani & Fauzi (2018)
	Analisis Penerapan Good GovernmentGovernance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwerejo Karanganyar
	Hasil kajian penerapan tata kelola Good goverment governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sewurejo, Karanganyar, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam penyaluran dananya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses kegiatan yang terorganisasi yang melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berbagai media informasi yang mendukung transparansi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang berdampak pada proses akuntabilitas, antara lain beberapa laporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan, kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan laporan transparansi yang belum sesuai dengan ketentuan.

	2
	Amin et al. (2019)
	Moderating Effects of the Implementation Good Corporate Governance on the Competence and the Accounting Instance System on the Quality of Accountability Financial Report’s PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
	Regression Analysis Before Integrating with Moderating Variables The determination coefficient value of R square in the test results above shows the value of 0.623 or 62,3 %. These results indicate that the variable quality of financial statement accountability is influenced by 62.3% by competency variables (X1) and agency accounting systems (X2). The remaining 37,7% is influenced by other variables outside the independent variables examined in this study. In the competency variable, a probability value of 0.001 is obtained. Because the probability value is less than 5% (0.001<0.050), then partially the competency variable (X1) has a significant effect on the variable quality of financial statement accountability (Y). Based on the value of the coefficient (0.299) marked positive, identifying positive effects. This means that the higher the competency (X1), the agency accounting system variables obtained a probability value of 0,000. Because the probability value is less than 5% (0.000 <0.050), then partially the agency accounting system variable (X2) has a significant effect on the variable quality of competency will be followed by improving the quality of financial statement accountability; and agency accounting systems influence the quality of financial statement accountability.

	3
	Mustaram et al. (2020)
	Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
	Hasil dari penelitian ini bahwa Penerapan Prinsip Good Government
Governance memiliki peran yang penting dalam Pengelolaan keuangan Desa. Prinsip dari Good Government Governance ini telah diterapkan oleh pemerintah desa Poto, namun tidak semua prinsip dari Good Government Governance sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip Good Government Governance yang telah diterapkan yaitu Prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap consensus, efektif dan efisien, prinsip fairness (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip Good Government Governance yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu Prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, prinsip responsibilitas, dan prinsip akuntabilitas.

	4
	Anik et al. (2021)
	The Effect of Intellectual Capital and Good Corporate Governance on Financial Performance and Corporate Value: A Case Study in Indonesia
	Based on the results, it shows that the role of intellectual capital and good corporate governance in improving financial performance is very high which in turn will increase corporate value. Measuring intellectual capital with VAIC will increase the company’s ability to create valueadded. Thus, banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange will improve their financial performance by increasing the profits generated from the funds invested by shareholders. VAIC is a long-term investment that the company cannot directly benefit from so that the market does not respond to this condition. The market needs real proof in the form of profits generated by the company. The role of GCG can improve financial performance and further increase corporate value. The results also showed that only H7 and H8 can be accepted. This means the role of GCG which can increase corporate value is only GCG as measured by independent commissioners and audit quality. The smaller the ratio of independent commissioners, the higher the financial performance and value of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

	5
	Hastuty & Priono (2021)
	Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance Pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar telah menerapkan prinsip Partisipasi, Daya Tanggap, Berorientasi ada Konsensus, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Visi Strategis, dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Tetapi belum sepenuhnya terlaksana di Prinsip Akuntabilitas karena kerap belum tepat waktu dalam menyajikan Laporan Keuangan dan juga belum melaksankaan SIJAKA atau Sistem Informasi Jaga Kawal. Pemerintah Desa Pasar Lama sudah cukup baik dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, tetapi diperlukan peningkatan dalam efektivitas waktu untuk menyajikan laporan keuangan dan menngunakan Sistem Informasi yang telah disediakan.
Kata

	6
	Harahap & Harahap (2022)
	Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan
	Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan hanya sedikit dipengaruhi oleh faktor keterlibatan dan transparansi. Di desa-desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, variabel tanggung jawab memiliki pengaruh yang cukup besar, meskipun hanya sebagian. Di desa-desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, faktor tanggung jawab, keterbukaan, dan keterlibatan secara bersamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan dana desa.

	7
	Syahnakir et al. (2022)
	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah
	Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Bantea Buton Tengah telah menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, meliputi akuntabilitas dan keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, anggaran Desa Bantea belum terealisasi karena kualitas sumber daya desa yang buruk.



Dari penelitian terdahulu pada bagian tabel diatas peneliti memilih salah satu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaituWardani dan Fauzi tahun 2018 dengan judul“Analisis Penerapan Good GovernmentGovernance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwerejo Karanganyar”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani pada tahun 2018 terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan.Persamaan penelitian saya dengan Wardani adalah sama-sama menggunakan Good Government Governance dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian saya ialah Wardani melakukan penelitian Dana Desa sedangkan saya melakukan penelitian APBDes, perbedaan selanjutnya yaitu ditahun penelitian, waktu penelitian, dan tempat penelitian analisis komparasi setiap tahun anggaran yang akanpeneliti analisis.
2.6 Kerangka Berpikir
MenurutSugiyono (2019:283), “kerangka berpikir adalah metode berfikir tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasikan sebagai masalah penting”. Dengan ini maka penulis dapat membuat kerangka berfikir seperti gambar dibawah ini:
 (
Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
Good Government Governance
Perencanaan dan Pengelolaan
APBDes
)




Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
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Dalam kerangka konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa dan pengelolaan APBDes meliputi perencanaan dan pengelolaan.Perencanaan APBDes merupakan sebuah perancangan Desa untuk anggaran yang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Pengelolaan APBDes merupakan sebuah kegiatan yang sudah direncanakan secara terperinci dan secara detail dimana semua kegiatan yang ada dalam APBDes harus dicantumkan beserta bukti-bukti yang ada baik bukti penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal itu segala perencanaan dan pengelolaan APBDes harus dilakukan sesuai prinsip Good Government Governance dan harus sesuai dengan prinsip yang ada yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas agar mendapatkan hasil yang maksimal.


BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Menyusun strategi yang menghasilkan model penelitian dapat dipandu oleh pedoman, prosedur, dan teknik desain penelitian. Desain penelitian dalam studi ini bersifat kualitatif.
Penelitian yang berupaya memahami suatu kejadian tentang apa yang dirasakan oleh subyek penelitian, seperti perilaku, kesan, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan melalui uraian lisan maupun tertulis, dalam latar alamiah tertentu, serta menggunakan metode alamiah, dikenal sebagai penelitian kualitatif(Moleong, 2018).Tujuan kualitatif penelitian ini adalah memberikan gambaran rinci tentang bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa telah menerapkan tata kelola Good Goverment Governance.
3.2 Subjek dan Objek
3.2.1 Subjek
(Moleong, 2018),mencirikan subjek penelitian sebagai informan, atau orang yang dipekerjakan untuk memberikan pengetahuan mengenai keadaan dan lingkungan tempat penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, topik penelitian dipilih secara sengaja. Tingkat pemahaman informan terhadap subjek yang diteliti sebagaimana dinyatakan dalam pertanyaan penelitian menjadi salah satu kriteria yang digunakan untuk memilih mereka. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah APBDes.
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3.2.2	Objek
Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang timbul, dan topik penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh(Sugiyono, 2019), “objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dam kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalahKepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa DanKaur Keuangam Desa.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.3.1 Lokasi Penelitian
Jl. Mesjid No.313, Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20373.
3.3.2 Waktu Penelitian
Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2022 s/d November2024. Disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:
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Tabel 3.1
Jadwal Penelitian
	No
	Keterangan
	Nov 2022
	Des 2022
	Jan 2023
	Feb
2023
	Mar 2023
	Apr 2023
	Mei 2023
	Jun 2023
	Jul 2023
	Ags
2023
	Sep
2023
	Okt 2023
	Nov 2023
	Des 2023
	Jan 2024
	Feb
2024
	Mar 2024
	Apr 2024
	Mei 2024
	Jun 2024
	Jul 2024
	Ags
2024
	Sep
2024
	Okt 2024
	Nov 2024

	1
	Pengajuan Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pra Riset
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pengumpulan Data (Riset)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Penyusunan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sidang Meja Hijau
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3.4 
3.5 Instrumen Penelitian
3.5.1 Data Primer
Data primer merupakan jenis data penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dan dapat berupa hasil pengamatan terhadap suatu item, peristiwa, atau hasil pengujian (objek), survei pendapat dari orang atau kelompok (masyarakat), atau wawancara. Wawancara langsung dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengelolaan Anggaran Desa memberikan data dari penelitian yang dilakukan.
3.5.2 DataSekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen berupa catatan, rekaman gambar, atau gambar hasil pengamatan, atau secara tidak langsung melalui media perantara. Hasil penyelidikan menghasilkan berbagai data berupa arsip resmi (dokumen), seperti Buku Kas Pembantu, Peraturan Desa, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan sebagainya (baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan).
3.6 Indikator Variabel 
Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk menilai perubahan yang terjadi karena indikator dapat menunjukkan atau memberi sinyal kepada orang-orang tentang keadaan tertentu. Peneliti dapat mengkarakterisasi indikator dalam penelitian ini dengan cara berikut:



Tabel 3.2
Indikator Variabel
	No
	Indikator Variabel
	Keterangan

	1
	Transparansi
	Keterbukaan dalam manajemen pemerintah,lingkungan, ekonomi, dan sosial.

	2
	Partisipasi
	Penerapan pengambilan keputusan yang demokratisserta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapatan/aspirasi masyarakat.

	3
	Akuntabilitas
	Memberikan informasi kepada semua pihak (pusat dan daerah) yang terkait dengan laporan dan mengungkapkan kegiatan pemerintah dan kinerja keuangan, serta harus dapat memberikan informasi hak publik, bertangung jawab atas pengelolaan dana lembaga yang lebih tinggi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas.


Sumber: Rustiarini (2016)
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penulis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berikut:
1. Observasi
Menurut(Sugiyono, 2019), observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi ini dilakukan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dibutuhkan tentang permasalahan yang diangkat.
2. Wawancara 
Strategi wawancara bebas terbimbing digunakan sepanjang proses wawancara dalam penelitian ini.. Menurut (Arikunto, 2018), menjelaskan bahwa wawancara bebas terbimbing adalah wawancara di mana pertanyaan diajukan secara bebas dalam parameter yang ditetapkan untuk wawancara. Selama wawancara, pertanyaan akan muncul.
3. Dokumentasi
Menurut(Sugiyono, 2019), Proses pengumpulan data dan informasi dari buku, arsip, makalah, gambar tertulis, dan foto untuk membuat laporan dan informasi yang dapat membantu dalam penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Data dikumpulkan dan kemudian diperiksa melalui dokumentasi.
3.8 Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh informasi dan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian, analisis, dan penafsiran data yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer dan data sekunder) dengan keadaan sebenarnya untuk menarik kesimpulan. Data tersebut kemudian dideskripsikan sebagaimana adanya, dan kejadian-kejadian dijelaskan secara kualitatif dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas.
Untuk menjelaskan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pematang Johar dikelola melalui penerapan Tata Kelola Good goverment governance dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan informasi secara langsung dari wawancara dan dokumen.
2. Menyortir data ke dalam tabel dan memberikan deskripsi naratif dari masing-masing tabel.
3. Menelaah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
4. Menelaah bagaimana Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Good goverment governance.
5. Membuat penilaian.
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	BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
Terdapat lima (lima) desa di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, termasuk Desa Pematang Johar. Seperti halnya Desa Pematang Johar, setiap desa sering kali memiliki sejarah atau kisah berdirinya.Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada sisa-sisa tertulis yang dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu Desa Pematang Johar. Wilayah desa tersebut diberi nama Desa Pematang Johar yang sekarang dikenal sebagai Desa Pematang Johar, karena kondisi wilayah desa pada saat itu yang masih berupa tanggul yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang dikenal sebagai pohon Johar. Namun, kisah-kisah tersebut diyakini berasal dari penduduk Desa Pematang Johar yang sudah lanjut usia.
Adapun Kepala Desa yang telah mempimpin Desa Pematang Johar adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa yang Telah Memimpin di Desa Pematang Johar
	No
	Nama
	Keterangan

	1
	Kamjari
	Pemilihan

	2
	Sambas
	Pemilihan

	3
	Muslim Arifin
	Pengangkatan

	4
	Raidir
	Pengangkatan

	5
	M. Ali Kamjari
	Pemilihan
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	6
	L. Perangin Angin
	Pengangkatan

	7
	Dra. Lilis Yuliana
	Pemilihan

	8
	Halimah
	Pengangkatan

	9
	Supriono
	Pemilihan

	10
	Indrawansyahputra Harahap
	Pengangkatan

	11
	Sudarman, S.Pd.
	Pemilihan dan sedang menjabat saat ini


Sumber: Kantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang (2023)
4.1.2 Visi dan Misi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
1. Visi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
Mewujudkan Pematang Johar yang maju, Mandiri, Melayani dan Religius.
2. Misi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
a. Menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan nonfisik dan fisik (SDM).
b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam swadaya masyarakat..
c. Menghidupkan kembali semangat gotong royong dengan nama "Benah Dusun Bangun Desa".
d. Membina pemuda dan masyarakat dalam berwirausaha.
e. Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu dan pemuda.
f. Mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang hasil produksi Desa Pematang Johar.
g. Toko-toko di Desa Pematang Johar semakin diminati.
h. Memperketat disiplin kepala desa dan perangkat pemerintah lainnya (kepala dusun, kepala desa, dan kepala desa).
i. Menggunakan BUMDES untuk meningkatkan PAD desa.
j. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada kepala desa dalam pengabdian kepada masyarakat.
k. Menggali dan mengembangkan potensi desa.
l. Menjadikan Pematang Johar sebagai destinasi wisata
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
Struktur organisasi Pemerintah Desa Pematang Johar tetap mengacu pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 009 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Berikut ini gambar struktur organisasi Pemerintah Desa Pematang Johar saat ini:
[image: ]
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Pematang Johar Kab. Deli Serdang
Sumber: Kantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang (2023)
4.2 Hasil Penelitian
Mempelajari dan mengamati pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang cukup menarik, khususnya di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang.Penelitian ini berfokus pada bagaimana anggaran desa di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, dikelola dengan menggunakan konsep tata kelola Good goverment governance.
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan APBDes
Langkah awal dalam pengawasan anggaran desa adalah perencanaan. Setiap dusun terlebih dahulu akan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdus) untuk mendengarkan masukan dari warga setempat mengenai program-program kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Sementara itu, Pemerintah Desa membahas perencanaan pembangunan desa, yang meliputi RPJM dan RKP, yang dilaksanakan melalui Musrenbang Desa dan telah disusun sejak bulan Juli tahun ini.Sebagai perluasan dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa.
Masyarakat sangat terlibat dalam proses perencanaan RKP Desa. Implementasi sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga oleh tokoh masyarakat, penyelarasan peran perangkat desa, dan komponen pendukung dalam sistem administrasi.
Melalui pernyataan Sekretaris Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang,beberapa hal terkait perencanaan di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang dijelaskan sebagaiberikut:
“Mekanisme perencanaanya dimulai dari Musyawarah Dusun(MusDus), dimana musyawarah dusun ini pemerintah desamelibatkan RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengusulkanterkait program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan pada tingkat Musrenbangdes (ditingkat desa) lalupenyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desabaik dari segi pemerintahan, kesehatan dan lain-lain.Setelah musyawarahdi tingkat desa lalu dibahas dalam RPJM Desa yang sudah susunsejak awal kepala desa menjabat.Kemudian RPJM Desa dikaji lagi”.
Di bawah naungan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD), Musrenbangdes merupakan forum diskusi tingkat desa untuk mengusulkan rencana kegiatan pembangunan. Untuk benar-benar menjawab kebutuhan atau keinginan yang berkembang, konsep ini memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemilihan proyek yang akan dilaksanakan, khususnya yang berbasis di desa yang bersangkutan.
Pemerintah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan BPD untuk mempertemukan berbagai lembaga masyarakat, termasuk RT dan RW, tokoh agama, dan masyarakat setempat, untuk meminta masukan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat pada setiap acara Musrenbangdes. Berikut ini adalah sambutan dari Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mewujudkan konsep partisipasi:
“Proses perencanaan dalam pengelolaan APBDes pemerintahdesa harus mengundang RT, RW, dan Masyarakat guna memberikankesempatan kepada warga untuk berpendapat sekaligus mengusulkanprogram-program untuk merencanakan kegiatan tersebut, jadi sebelum ditetapkan menjadi APBDes pemerintah desa menggali masukandari masyarakat dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD”.
Gagasan transparansi dan keterlibatan aparatur desa merupakan gagasan yang paling krusial dalam Musrenbangdes.Konsep transparansi dan partisipasi telah diterapkan di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang.Kegigihan pemerintah desa dalam mengajak sejumlah lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes merupakan bukti komitmennya terhadap konsep partisipasi.Sementara itu, lahirnya peraturan desa yang lahir setelah musyawarah mufakat hasil Musrenbangdes menunjukkan adanya gagasan transparansi.
Hal ini sesuai dengan penilaian Kepala Desa Pematang Johar, Sekretaris Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:
“Semua perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti Musrenbangdesuntuk mewujudkan prinsip partisipasi, selain itu perangkat desaberkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiapkegiatan terkait pengelolaan APBDes.Kalau mengenai partisipasimasyarakat disini, terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakatsangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Karenamenurut kami semakin banyak melibatkan masyarakat dalam prosesperencanaan ini, maka hasil akhirnya akan berkualitas”.
Data di atas menunjukkan bahwa ketika ada undangan musyawarah tingkat dusun atau desa, masyarakat Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, sangat antusias.Mereka dengan senang hati datang dan berpartisipasi untuk memberikan masukan dan pandangan demi kemajuan masyarakat Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yaitu:
“Untuk masalah transparansi, saat diadakan Musrenbangdes kita akan menampung segala pendapat.Kemudian dievaluasi dandidahulukan usulan yang paling penting atau prioritas dan selanjutnyadisepakati bersama. Nantinya hasil Musrenbangdes akan tertuang di Peraturan Desa”.
Pemerintah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk bersikap seterbuka mungkin.Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang secara konsisten mengundang lembaga-lembaga lokal dalam pertemuan desa dan dusun serta secara konsisten menyebarluaskan hasil Musrenbangdes.
4.2.2 Penerapan Pengelolaan APBDes
4.2.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan APBDes
Menurut RPJM Desa dan RKP Desa, perencanaan desa merupakan tahap awal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.Namun, proses realisasi anggaran lebih sering dikaitkan dengan tahap pelaksanaan.Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan yang dananya bersumber dari APB Desa. Untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan, selanjutnya tim pelaksana desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Seluruh masyarakat atau lembaga masyarakat kemudian harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBDes. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya atau bahan baku setempat, dan diupayakan untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa.
Seperti halnya Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Desa di Desa Pematang Johar melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBDes. Sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli bangunan akan dipilih dan diseleksi untuk digunakan dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan program kerja Pemerintah Desa Pematang Johar.
Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat yang turut serta dalam pembangunan fisik program kerja Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, serta pernyataan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Desa Pematang Johar. Berikut pernyataannya:
“Tenaga kerja dalam pembangunan desa ini, kami mengutamakanuntuk masyarakat asal Desa Pematang Johar.Jadi tujuannya yaitu pemberdayaan”.
Pembelian perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintahan desa merupakan bagian dari kegiatan TPK. TPK diharapkan untuk mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan meminta Sekretaris Desa untuk mengesahkannya setelah menerima barang dan tanda terima, faktur, atau nota.
SPP merupakan dokumen yang memuat perintah kepada Bendahara Desa, dokumen verifikasi dari Sekretaris Desa, dokumen persetujuan dari Kepala Desa, dan permintaan pembayaran atau persetujuan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. SPP merupakan dokumen penting yang membantu penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Desa. Pada akhir periode, seluruh kegiatan SPP akan dikompilasi untuk mengetahui total pengeluaran untuk setiap kegiatan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran (SPTB) dan Bukti Transaksi dilampirkan bersama SPP ini.Ringkasan SPJ yang telah diisi oleh pelaksana kegiatan (TPK) disebut SPTB.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang berikut ini:
“Jadi misalkan setiap saya mau membelanjakan sesuatu misalnya tokobangunan, toko bangunan tersebut akan memberikan nota, selain itukita membuat kwitansi, di kwitansi itu harus ada tanda tanganbendahara yang menyatakan itu dan juga ada tandatangan tokonya juga.Nanti kalau sudah pelaporan ada pengesahan sekretaris desa, nota itu terlampir.Karena semua verifikasi dilakukan oleh sekretaris desa”.
Oleh karena itu, untuk mencairkan dana APBDes, setiap bendahara desa harus mengikuti petunjuk koordinator yang berasal dari Sekretaris Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, dan mendapat persetujuan langsung dari Kepala Desa. Koordinator akan menerima dana dari Bendahara Desa setelah dana disalurkan. Koordinator selanjutnya akan memberikannya langsung kepada TPK yang membawahi program kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Desa Pematang Johar.
Rekening Kas Desa (RKD) digunakan untuk mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan daerah.Kepala desa dan bendahara desa wajib menandatangani seluruh transaksi, termasuk yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran desa, serta wajib disertai dengan dokumen yang sah dan lengkap (Permendagri No. 20 Tahun 2018).TPK bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan APBDesa.TPK wajib bersikap transparan kepada seluruh masyarakat desa agar inisiatif APBDesa ini dapat terlaksana. Pemasangan papan informasi mengenai besaran dana APBDes tahun berjalan menjadi salah satu contoh konkret bagaimana TPK Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, mendorong terwujudnya transparansi program. Pemerintah desa berupaya mewujudkan gagasan transparansi dengan menyediakan informasi.Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran daerah.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:
“Bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPB Desa,dalam mendukung transparansi pihak TPK membuatkan papankegiatan pada titik kegiatan yang akan diselenggarakan sesuaikebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasastiagar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupunsaran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK”.
Berdasarkan konsep akuntabilitas, digunakan sistem pelaporan, yaitu laporan pada setiap tahapan kegiatan, untuk melaksanakan anggaran desa.
Hal ini sejalan dengan penilaian Kepala Desa Pematang Johar, Sekretaris Kabupaten Deli Serdang yang menyampaikan sebagai berikut:
“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus adakwitansi.”
Berikut ini pernyataan dari Bendahara Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yang mendukung hal tersebut:
“Setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus disertai dengankwitansi dan telah disetujui oleh sekretaris desa.”
Proses pengalokasian dana Anggaran Desa sesuai dengan protokol pelaksanaan saat ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Desa 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan Anggaran Desa melibatkan aktualisasi pembangunan fisik yang telah dipertimbangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka menyiapkan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, ketika kepala desa menerima dana, program Anggaran Desa pun terlaksana.
4.2.2.2 Penatausahaan Pengelolaan APBDes
Tahap penatausahaan dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan yang utamanya dilakukan oleh bendahara desa. Pada tahapan ini, seorang bendahara akan melakukan pembukuan, khususnya untuk transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran pada bidang pajak. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa seorang bendahara memiliki kewajiban untuk melakukan tata cara penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dengan cara membuat buku kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu uang muka.
Tak jauh berbeda dengan tata cara pengelolaan di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, juga menjalankan tata cara administrasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tugas Bendahara Desa antara lain mendokumentasikan seluruh transaksi dan memberikan bukti pendukung, melakukan penutupan buku setiap akhir bulan, dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran uang kepada Kepala Desa.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Keuangan Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yaitu:
“Tugas saya sebagai Kaur Keuangan yaitu mencatat setiaptransaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, danmelaporkan kepada Pak Kades tentang pertanggungjawaban uangkeluar maupun masuk”.
Salah satu aspek terpenting dalam proses administrasi adalah kelengkapan administrasi. Hasil dari setiap kegiatan administrasi adalah pembukuan yang terorganisasi dengan baik oleh bendahara. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, dilaporkan pula bahwa seluruh perangkat desa telah diperlihatkan pembukuan yang lengkap selama proses perbendaharaan. Mengingat beberapa perangkat desa dalam tanggapannya menyatakan mengetahui dan transparan mengenai administrasi keuangan yang ditangani oleh Bendahara Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, maka tampak bahwa transparansi mengenai pembukuan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran telah berjalan sebagaimana mestinya.
4.2.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes
Dalam mengelola keuangan desa, ia melaksanakan tanggung jawab, hak, dan tugasnya. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan.Secara berkala, semesteran, dan tahunan, laporan tersebut disampaikan kepada Walikota atau Bupati, dan ada pula yang disampaikan kepada BPD.
Ada dua jenis laporan semester: Laporan Semester Pertama, yang harus diserahkan paling lambat akhir Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir, yang harus diserahkan paling lambat akhir Januari.
Pada setiap akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota.Berdasarkan Peraturan Desa dan atas persetujuan Pemerintah Desa dan BPD, laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.Dengan demikian, Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan pemerintahan desa yang disampaikan kepada bupati/walikota. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan.
Pemerintah Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, dinilai telah menyelesaikan tahapan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 berdasarkan hasil wawancara. Pemerintah Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang menyampaikan laporan dalam dua bentuk, yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa dan laporan semester pertama dan akhir.
Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:
“Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan.Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kabupaten”.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan APBDes juga disampaikan oleh Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa berikut ini:
“Kesulitan kalau misalnya masih ada tambahan, jadinya pasti ada musdes perubahan APBDes, merombak ulang jadi maunya gimana kita konsultasinya ke pendamping”.
Masyarakat desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua proyek yang didukung oleh anggaran desa. Oleh karena itu, untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah Desa Pematang Johar yang terletak di Kabupaten Deli Serdang harus menggunakan konsep tata kelola Good goverment governance, termasuk akuntabilitas dan keterbukaan.
Proses akuntabilitas di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, sudah mencakup tata kelola Good goverment governance. Hal ini terlihat dari spanduk-spanduk yang dipajang di berbagai acara penting yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, yang memperlihatkan penggunaan dana APBDes.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:
“Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangakan mencetak banner yang menginformasikan tentang APBDes dan penggunaannya. Biasanya banner itu di pasang di depan kantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangsupaya warga dapat mengetahui besaran APBDes yang didapat oleh desa dan penggunaannya”.
Masyarakat Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa benar adanya spanduk tentang penggunaan dana APBDes selalu terpasang di depan kantor desa Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang. Pernyataan tersebut sejalan dan konsisten dengan pernyataan Kepala Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Perencanaan Pengelolaan APBDes
Pemerintah desa sangat penting untuk merencanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar pembangunan di desa dapat terlaksana dengan terstruktur dan terarah. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang disusun atau dibahas melalui forum Musrenbang. Musrenbang merupakan wadah pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang pada tahun berjalan. Sehingga dapat menampung aspirasi/pendapat masyarakat, namun tidak semua pendapat dari masyarakat akan terlaksana. Proses perencanaan yang disepakati juga harus sesuai dengan asas transparansi, dapat diketahui oleh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa.
Hasil wawancara ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan Setiawan (2018), menunjukkan bahwa langkah pertama dalam proses perencanaan adalah mengadakan musyawarah desa, yang juga dikenal sebagai musrenbang, dan musyawarah dusun, yang juga dikenal sebagai musdus. Kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah ini atas nama pemerintah desa.
4.3.2 Penerapan Pengelolaan APBDes
4.3.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan APBDes
Sistem penyaluran dana yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang, khususnya untuk pelaksanaan anggaran desa tahun 2019 telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan realisasi dari pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan anggaran desa telah berjalan. Sebelum memulai program kerja, terlebih dahulu dibuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAB). Selanjutnya, dibuat SPP untuk menyalurkan dana dalam rangka mendukung program kerja yang telah disusun oleh TPK. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh(BPKP, 2015), menyatakan bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan adalah mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen termasuk RAB.RAB sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
Dan didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami, 2017), yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBDes semuaprogram kerja dilaksanakan oleh pihak TPK.
4.3.2.2 Penatausahaan Pengelolaan APBDes
Bendahara atau kepala bagian keuangan merupakan orang yang bertanggung jawab atas proses administrasi dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, pembukuan kas diperlukan untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang melibatkan pendapatan dan pengeluaran bagi bendahara. Penyusunan laporan keuangan desa akan menjadi lebih mudah setelah pembukuan selesai. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, bendahara desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban berupa buku bank, pembukuan kas umum, dan pembukuan kas asisten pajak.
Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh(Mukhtaromin & Amrullah, 2018),menetapkan bahwa Buku Kas Umum, Buku Tambahan, dan Buku Kontrol Anggaran adalah tiga buku pertama yang dicatat oleh Bendahara. BKU adalah buku induk yang digunakan bendahara pengeluaran untuk melacak uang yang masuk dan keluar.Tujuan dari Buku Tambahan adalah untuk menjelaskan akuntansi BKU.Buku kontrol anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ketersediaan anggaran.
Dan didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan olehSetiawan (2018),Mendemonstrasikan bagaimana proses administrasi yang meliputi penyusunan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan lain-lain, dapat diamati selama proses pelaksanaan.
4.3.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes
Tidak terdapat kendala dalam tata cara pelaporan pengelolaan anggaran desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang, hanya saja kendala yang dihadapi adalah laporan perubahan anggaran desa perlu dilakukan perubahan apabila ada perkembangan baru. Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang secara konsisten membuat laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali dan laporan pertanggungjawaban tahunan dalam rangka penerapan asas akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota mengenai realisasi pelaksanaan anggaran desa dengan format sebagai berikut, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran desa:
a. Laporan semester pertama wajib diserahkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Laporan Akhir Semester, wajib diserahkan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
Menurut Kepala Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Desa telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Laporan semesteran diikuti dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut teori pengelolaan Donaldson dan Davis, yang didukung oleh teori ini juga, pemerintah desa berfungsi sebagai pengelola dan diberi mandat untuk memberikan organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah dengan informasi yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan mereka(Iznillah et al., 2018). 
Dan didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romantis & Kurrohman (2015), Hal ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari proses akuntabilitas, administrasi desa harus memberikan laporan akuntabilitas yang merinci pelaksanaan aktual anggaran desa serta laporan tentang bagaimana dana digunakan setiap semester.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar sudah memenuhi prinsip-prinsip good government governance. Penjelasannya sebagai berikut:
1. Prinsip transparansi dibuktikan bahwa pemerintah telah memberikan informasi yang luas tentang proses pengelolaan APBDes. Hal inidibuktikan dengan memasang banner yang menunjukkan realisasi anggaran dan program yang sedang dilaksanakan di Desa Pematang Johar.
2. Prinsip akuntabilitas pemerintah Desa Pematang Johar dalam peyusunan dan pelaporan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah Desa Pematang Johar selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan tentang realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Prinsip partisipasi, Pemerintah Desa Pematang Johar telah mengundang Masyarakat dan setiap pengelolaan APBDes mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan seperti Musrenbangdes dan juga ikut mengawasi anggaran serta program yang sedang berjalan.
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5.3 Saran
Pemerintah desa dan akademisi masa depan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai rekomendasi penulis, yang meliputi:
1. Untuk penelitian lebih lanjut,perlu menggali informasi yang lebih mendalam tentang masing-masing bagian dari anggaran desa. Agar dapat menilai konsep tata kelola Good Goverment Governancedalam pengelolaan anggaran desa dengan yakin, disarankan pula untuk mengikutsertakan informan lain, yaitu BPD dan masyarakat desa. Selain itu, agar penelitian dapat dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh, disarankan untuk mencari item penelitian yang terbuka.
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2. Pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Desa Pematang Johar harus berpedoman pada konsep tata kelola Good Goverment Governance. Agar konsep keterbukaan dapat diterapkan dengan baik dan seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, perlu diciptakan inovasi berupa pengadaan media informasi yang dapat diakses melalui internet. Sementara itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan dan pemilihan instansi pemerintah sesuai dengan peran dan tuntutan masing-masing diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab di masing-masing instansi. Demi kemaslahatan rakyat dan terpeliharanya nilai-nilai tata kelola Good Goverment Governancedi Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang, maka masyarakat desa juga harus ikut terlibat aktif dalam penilaian pengelolaan keuangan desa.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
Pedoman Wawancara
I. Transparansi
1. Bagaimana pemerintah Desa Pematang Johar dalam mewujudkan prinsiptransaparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes ?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Pematang Johar dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksaan program yag di danai dari APBDes ?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDes yangdilakukan oleh pemerintah Desa Pematang Johar?
II. Partisipasi
1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan APBDes ?
2. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan PembangunanDesa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDes ?
3. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatyang di danai oleh APBDes di Desa Pematang Johar ?
III. Akuntabilitas
1. Bagaiamana mekanisme proses penatausahaan dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Pematang Johar ?
2. Bagaimana pemerintah Desa Pematang Johar melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan APBDes ?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pematang Johar dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDes dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya? Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?


Lampiran 2
Hasil Wawancara
I. Transparansi
1. Bagaimana pemerintah Desa Pematang Johar dalam mewujudkan prinsiptransaparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes ?
Jawaban oleh Kepala Desa Pematang Johar: “Proses perencanaan dalam pengelolaan APBDes pemerintahdesa harus mengundang Kadus dan Masyarakat guna memberikankesempatan kepada warga untuk berpendapat sekaligus mengusulkanprogram-program untuk merencanakan kegiatan tersebut, jadi sebelum ditetapkan menjadi APBDes pemerintah desa menggali masukandari masyarakat dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD”.
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Pematang Johar dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksaan program yang di danai dari APBDes ?
Jawabanoleh Kepala Desa Pematang Johar: “Untuk masalah transparansi, saat diadakan Musrenbangdes kita akan menampung segala pendapat. Kemudian dievaluasi dandidahulukan usulan yang paling penting atau prioritas dan selanjutnyadisepakati bersama. Nantinya hasil Musrenbangdes akan tertuang di Peraturan Desa”.
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDes yangdilakukan oleh pemerintah Desa Pematang Johar?
Jawaban oleh Sekretaris Desa Pematang Johar: “Mekanisme perencanaanya dimulai dari Musyawarah Dusun (MusDus), di mana musyawarah dusun ini pemerintah desa melibatkan kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengusulkan terkait program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan pada tingkat Musrenbangdes (ditingkat desa) lalupenyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desabaik dari segi pemerintahan, kesehatan dan lain-lain.Setelah musyawarahdi tingkat desa lalu dibahas dalam RPJM Desa yang sudah susunsejak awal kepala desa menjabat.Kemudian RPJM Desa dikaji lagi”.
II. Partisipasi
1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan APBDes ?
Jawaban oleh Sekretaris Desa Pematang Johar: “Kalau mengenai partisipasimasyarakat disini, terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakatsangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Karenamenurut kami semakin banyak melibatkan masyarakat dalam prosesperencanaan ini, maka hasil akhirnya akan berkualitas”.
2. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan PembangunanDesa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDes ?
Jawaban oleh Sekretaris Desa Pematang Johar: “Semua perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti Musrenbangdesuntuk mewujudkan prinsip partisipasi, selain itu perangkat desaberkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiapkegiatan terkait pengelolaan APBDes”.
3. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatyang di danai oleh APBDes di Desa Pematang Johar ?
Jawaban oleh Kaur Keuangan Desa Pematang Johar: “Tenaga kerja dalam pembangunan desa ini, kami mengutamakanuntuk masyarakat asal Desa Pematang Johar. Jadi tujuannya yaitu pemberdayaan”.
Jawaban oleh Bendahara Desa Pematang Johar: “Jadi misalkan setiap saya mau membelanjakan sesuatu misalnya toko bangunan, toko bangunan tersebut akan memberikan nota, selain itu kita membuat kwitansi, di kwitansi itu harus ada tanda tangan bendahara yang menyatakan itu dan juga ada tanda tangan tokonya juga. Nanti kalau sudah pelaporan ada pengesahan sekretaris desa, nota itu terlampir.Karena semua verifikasi dilakukan oleh sekretaris desa.Bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPB Desa, dalam mendukung transparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan pada titik kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK”.
III. Akuntabilitas
1. Bagaiamana mekanisme proses penatausahaan dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Pematang Johar ?
Jawaban oleh Kaur Keuangan DesaPematang Johar: “Tugas saya sebagai Kaur Keuangan yaitu mencatat setiaptransaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, danmelaporkan kepada Pak Kades tentang pertanggungjawaban uangkeluar maupun masuk”.
2. Bagaimana pemerintah Desa Pematang Johar melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan APBDes ?
Jawaban oleh Kepala Desa Pematang Johar: “Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang akan mencetak banner yang menginformasikan tentang APBDes dan penggunaannya. Biasanya banner itu di pasang di depan kantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang supaya warga dapat mengetahui besaran APBDes yang didapat oleh desa dan penggunaannya”.
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Pematang Johar dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Jawaban oleh Kepala Desa Pematang Johar: “Kesulitan kalau misalnya masih ada tambahan, jadinya pasti ada musdes perubahan APBDes, merombak ulang jadi maunya gimana kita konsultasinya ke pendamping”.




4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDes dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya? Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
Jawaban oleh Kepala Desa Pematang Johar: “Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Kabupaten”.

	Medan,      September 2023
	Disetujui oleh,
	Kepala Desa Pematang Johar
	



	Sudarman, S.Pd.
	



	


Lampiran 3
Tabulasi Praktek Good Government Governance di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
	No
	Tahap Kegiatan Pengelolaan APBDes
	Prinsip Good Government Governance
	Keterangan

	1
	Perencanaan
	1. Partisipasi
2. Transparansi
	Dalam perencanaan pengelolaan APBDes dimulai dari melakukan Musyawarah Dusun (MusDus) dan Musyawarah Desa yang sering disebut dengan Musrenbangdes, dalam musyawarah tersebut pemerintah desa harus melibatkan kadus, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.Proses perencanaan yang telah disepakati harus transparan, karena tidak semua usulan/aspirasi masyarakat dilakukan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan ini harus sesuai dengan prinsip transparansi agar dapat masyarakat desa.

	2
	Pelaksanaan
	1. Akuntabilitas
2. Transparansi
	Dalam proses pelaksanaan pengelolaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan bersama masyarakat. Yang pertama kali dilakukan yaitu menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa,mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDes. SehinggaDesa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapatdipertanggungjawabkan.





	No
	Tahap Kegiatan Pengelolaan APBDes
	Prinsip Good Government Governance
	Keterangan

	3
	Penatausahaan
	1. Akuntabilitas
2. Transparansi
	Dalam proses penatausahaanAPBDes, bendaharasangatlah berperan penting.Dimana tugas bendaharaadalah mencatat setiaptransaksi beserta bukti,melakukan tutup buku padaakhir bulan dan melaporkankepada Kepala Desa terkaitpertanggungjawaban uangmasuk dan keluar.

	4
	Pelaporan danPertanggungjawaban
	1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi
	Proses pelaporan danpertanggungjawabandalam pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangtelah melakukan prinsipakuntabilitas dalampertanggungjawabanadministrasi, DesaPematang Johar Kabupaten Deli Serdangselalu membuatlaporanpertanggungjawabansetiap 3 bulan danlaporanpertanggungjawabantahunan sesuai denganperaturan yang berlaku.Selain itu, Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangjuga mempublikasikanpenggunaan dana APBDes melalui banneryang di pasang di depankantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdanguntuk melaksanakanprinsip akuntabilitas dantransparansi. Sehinggawarga Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdangmengetahui besaranAPBDes yang didapat oleh desa danpenggunaannya.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE MANAGEMENT (4 CASE
STUDY OF PEMATANG JOHAR VILLAGE
DELI SERDANG REGENCY)

FERDY ALDIANSYAH
NPM. 183214092

The objective of this research was to analyze the application of good governance
principles in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in
Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency, starting from the planning,
implementation, bookkeeping, to reporting and accountability stages. The research
focuses on three principles of good governance as indicators, namely transparency,
participation, and accountability. The subjects of this research include the
Chair/Member of the Village Consultative Body (BPD), the Village Head, the
Secretary, and the Village Treasurer, as well as community leaders of Pematang
Johar Village. The research design serves as a guideline or procedure and
technique for planning the research, providing a framework for developing a
research_model. The research design employed is qualitative. Data collection

nwﬁébq ‘,ﬁsed in this research include observation, interviews, and
he data analysis method applied is descriptive qualitative
s of this research indicate that the management of APBDes in
lage, Deli Serdang Regency, broadly aligns with the principles

e, namely transparency, participation, and accountability.

Keywords: APBDes, Good Governance,  Transparency,  Participation,
Accountability
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Johar memberi izin Pelaksanaan Pra Riset Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al
Washliyah Fakultas Ekonomi, di Desa Pematang Johar Kepada :

Nama : Ferdy Aldiansyah
NPM : 183214092
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akutansi

Fakultas : Ekonomi

Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-
baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN LABUHAN DELI
DESA PEMATANG JOHAR

Email : pematangjoharld@gmail.com

JALAN MESJID NO.313 DESA PEMATANG JOHAR KEC.LABUHAN DELI KAB.DELI SERDANG KODE POS : 20373

Pematang Johar,06 September 2023
Nomor :074/7/4/ PJ /1X /2023 Kepada Yth :

Sifat  : Penting Universitas Muslim Nusantara

Lamp. :- Al Washliyah Fakultas Ekonomi

Perihal : Pemberian Izin di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Fakultas
Ekonomi Nomor : 638/FE/UMN-A W/A 48/2022 tanggal 11 April 2023 Perihal Izin
Pengumpulan Data (Riset).

Sehubungan dengan surat tersebut maka kami dari pemerintah Desa Pematang
Johar memberi izin Pelaksanaan Pengumpulan Data (Riset) Mahasiswa Universitas
Muslim Nusantara Al Washliyah Fakultas Ekonomi, di Desa Pematang Johar Kepada :

Nama : Ferdy Aldiansyah
NPM 1183214092
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akutansi

Fakultas : Ekonomi

Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-
baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kas
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FORM.F. 4
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
1 Nama . Ferdy Aldiansyah
2 NPM : 183214092
3 Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
4 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Good Government Governance

Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (Studi Kasus Pada Desa Pematang Johar
Kabupaten Deli Serdang)

5 Pembimbing I : Henny Andriyani Wirananda,S.E.,M.Ak
Jabatan Akademik : Dosen Pembimbing

Tanggal Materi Paraf Keterangan
05-12-2021 |ACC Judul W
29-07-2022 | Bimbingan BAB I M
20-11-2022 | Bimbingan BAB II dan BAB III e
17-12-2022 |ACC Seminar Proposal W
20-01-2023 | Seminar Proposal W
11-04-2023 |ACC Penelitian M
10-07-2023 | Bimbingan BAB IV dan BAB V W
13-09-2023 |ACC Skripsi W

IVICHEI, vsvsssisicamssmismonsnnanin 20

Dr. Anggia Sari Lubis,SE., M.Si
NIDN: 0129078701

Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.

2.Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.

Rangkap 2
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FORM.FU. 4
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
Nomor : ¢)g /PAN/UMNAW/J. 15/20:‘.‘7

Setelah mempelajari kelengkapan berkas Saudara :

1. Nama : Ferdy Aldiansyah

2. Tempat, tanggal Lahir : Kolam, 21 Maret 2000

3. NPM : 183214092

4. Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi

5. Agama : Islam
Dinyatakan dapat mengikuti ujian pada :

: vewbe 2024

Hari/tanggal Acomis 2 R

Jam : s.d selesai

Dosen Penguji : 1. Henny Andriyani Wirananda, S.E., M.Ak.

2. Junita Putri Rajana Harahap, S.E., M.Si., Ak.
3. Sri Wardany, S.E., M.Si.

Dosen Saksi / Pencatat  : Ketua Program Studi.

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
}K a . Rektor Medan, .................. 20....
y n Sekretaris / Dekan
D _-'/ Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum. Dr. Anggia Sari Lubis, S.E.. M.Si.
NIDN. 0107107101 NIDN. 0129078701

Rangkap 2
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FORM. FU. 5
UNDANGAN
Nomor : 69 /PAN/UMNAW/U.15/20.27
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
Dosen Penguji

Di,

Tempat.
Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa :

Nama : Ferdy Aldiansyah

Tempat, tanggal Lahir : Kolam, 21 Maret 2000

NPM : 183214092

Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi

Agama : Islam

Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal oms 2V November 2024
Jam :

Judul Skripsi :
“Analisis Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang)”

Terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu.

Medati, ..oy 2000
Sekretaris / Deka

DrsHl-Anwar Sadat Harahap, S.Ag.
NIDN. 0107107101 NIDN. 0129078701
Tembusan :
1. Rektor 5. Ketua Program Studi
2. Wakil Rektor I 6. Ka. BAU
3. Wakil Rektor IT 7. Ka. BAA
4. Wakil Rektor IIT 8. TU Fakultas

Rangkap 2
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FORM. FU. 6
EKSPEDISI UNDANGAN UJIAN SARJANA
NAMA :Ferdy Aldiansyah JURUSAN :Akuntansi
NPM 1183214092 PROGRAM STUDI : Akuntansi
FAKULTAS :Ekonomi dan Bisnis TANGGAL et e A S s
No. Disampaikan Kepada Tanggal Tanda Tangan Keterangan

Diterima Penerima

ol Henny Andriyani
Wirananda, S.E., M.ak. |[0-W-2004

Junita Putri Rajana

2 | Harahap, S.E., M.Si., Ak 20-\1-20% /]Q/

03 | Sri Wardany, S.E., M.Si S0 " s

04 | Dekan 19.-\- 202 &

05 | Ka. Program Studi \d-1-209 "

06 | TU Fakultas ‘4’“'202(4 h /‘1

07 | Kepala Biro Adm. Akademik W-1-204] | B | Biodata Wisuda tertampir
08 | Kepala Biro Adm. Umum 19--2024 %% LR}

09 | Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan 14-1-2004

10 % EE 1

Biodata Wisuda terlampir

11 \
12
13
14
MEdal vmanemamam 20 s
an. Panitia
Kabag Ujian
Nelly Tridawati|Pphan, S.Kom
Catatan :

1. Dibuat rangkap 2 masin;
1. Kabag Ujian BAA
2. TU Fakultas

2. Penyampaian undangan menjadi
tanggung jawab mhs yang besangkutan.

ing untuk :

Rangkap 2
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FORM. FU. 9

BERITA ACARA UJIAN
Nomor : 16 /PAN/UMNAW/A 11/20 ..
Pada hari ini YOG tanggal W bulan MRS 6B

bertempat di ruang yudisium Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, panitia ujian sarjana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

Membaca - dsb.
Mendengarkan - dsb.
Memperhatikan - dsb.
Menimbang - dsb.
Memutuskan bahwa, Saudara :
Nama : Ferdy Aldiansyah
Tempat, tanggal Lahir : Kolam, 21 Maret 2000
NPM : 183214092
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi

Dinyatakan : LULUS / FfPAK EGEUS
Dengan skor / nilai 1{0/54’ el }I‘ ... Dan yudisium

Penguji :
1. Henny Andriyani Wirananda, S.E., M.Ak. W Dosen Saksi / Pencatat

2. Junita Putri Rajana Harahap, S.E., M.Si., Ak. %’
J\l

3. Sri Wardany, S.E., M.Si.
Junita Putri Rajana Harahap. S.E.. M.Si., Ak.
Ketua Program Studi

etua / An. Rektor Medan, 2| November 20 2.y,
Wakil Rektor I Sekretaris / Dekan
Dr. H. Anwdr Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum. Dr. Anggia @bis SE., M.Si.

NIDN. 0107107101 NIDN. 0129078701




image2.png
AL WASHLIYAH




